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PERATURAN DAERAH KOTA AMBON
NOMOR - 6 TAHUN 2013
TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
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WALIKOTA AMBON,

bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 28
Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Dacrah, pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan
vang semula diatur dengan Peraturan Daerah Nomor
13 Tahun 200! {Lembaran Daerah Kota Amboen Tahun
2001 Nomor 13 Seri B Nomor 06) sudah tidak sesum
lagi  dengan  perkembangan  perundang-undangan
schingga perlu diganty;

bahwa pergantian sebagaimana dimaksud pada haruf «
adalah untuk menyesuaikan peraturan dacrah tentang
Retribusi Pelayanan Keschatan dengan ketentuan pasal
110 ayat (1) huruf a dan pasal 156 ayat (1) Undang-
undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Dacrah
dan Retribusi Daerah; ,
bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud hruf a
dan hurul b, dan untuk memberikan kepastian hukum
bagi pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan, perlu
menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi
Pclayanan Keschatan;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Kesatuan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang
Penctapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun
1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat
I dalam daerah wilayah Tingkat 1 Maluku (Lembaran
Negara Rl tahun 1957 Nomor 80 ) scbagai Undang-
Undang (Lembaran Negara tahun 1958 Nomor 111,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 16495).

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pcmerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4844);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
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S, Undung -Undung Nomor 36 Tahun 2009 (cniluig
Kesehatan (!,('mbaran Negara  Republik Indonesia
Tabiun 2002 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara
Rvpubnk Indonesia I\'omm S063);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1935 Tenwang

Pembentukan kota Ambon Sebagal dzerah Yang Berhak

mengatur dan Mengurus Rumah Tangganya Sendin

iLembaran  Negara  Repubitk lndonc:-;m Tahun 1455

Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 80%j;

-

Peraturan Pemerinrah Nomor 13 Tahun 18979 Tonwang
Perubahan batas Wilavah Kotamadva Dacrah Tingkat i
Ambon {Lembaran Negara l\\.puuﬁi\ Indoriesia Tahiun
1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Repiblik
Indonesta Nomor 31237)%

%. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 teniang
Tata Cara Pemberian  dan  Pemantaatan  inseotil
Pemunguian  Pajak Daerah dan Reuibusi Dacrah
(Lembaran  Negara Republik  indonesia Tahun 200
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negarn Republik
Lirdonesia Nomor 5161},

Dengun Perselwjuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAEKRAH KOTA AMBON
dan
WALIKOTA AMBON

MEMUTUSEAN

Menctapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PRLAYANAN

KRESEHATAN,

BAB I
KICTENTUAN UMUM

Pasal

{Dalam Peraturan Dacral ini vang dimaksud dengan ¢

Daerah adalah Kota Ambon.

Pemcerintal Ducrul adulah | Pemnerintuh Kola flILlL)Uil
Walikora adalah Walikota Ambon.
Pejabat yang ditunjuk adaiah Pegawai yvang diberi tugas tertentu O

bidang retribusi jasa umum sesual dengan kelenluuan peraiuran
perundang-undangan.

Retribusi Daerah vang selanjutnya disebut Retribusi adalan punguwan
Dacrah schbagal pembayaran atas jasa atau pemberian izin terienm
vang khusus discdiakan dan/atau diberikan oleh Pemerintan Daerah
untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Jasa adalah  kegiatan  Pemerintah Daerah berupa usaha  dan
pelayanan yang menvebabkan barang, flasilitas, atau kemanfaotan
lainnya yang daput dinikinati oleh orang pribadi atu Badan.
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120,

. Pgjabat yang ditunjuk adalah Pegawai yang diber: tugas teiteniu ¢

[ Y
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Pemerintah Dacrah untuk !fujuan kepentingan dan  kemantastan
uimum serta dapat dinikmati oleh crang pribad: atau Badun.

Wajib Retribust Jasu Umum adalah orang pribadi atu badan vane
menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkoan untuk
melakukan  pembayaran  Retribusi,  termasuk pemungut aiau
permnotong Retribusi Jasa Umuam.

Subyek Reuibust Jasa Umum adalah orang pribad: altau badan vany
menggunakan/menikmati peloyanan jasa umum vang bersanglauran

- E r . . .
Jasa Umuin adadali jusu yang  discdiakan atau diborikai

. Obyek Retribusi dasa Umun adalah pelayanan vang disediakan oich

Pemerintah Daerah untuk ujuan kepentingan dan kemontoatan
umum serta dapat dinikmatl oleiy orang pribacdi atau badan.

. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu terrentu vang merupakan

batas wakiu buagi Wajib Rewribusi unwk memanfaathan jasa duaii
Pemerintah Daerah.

. Bural Sciuran Retribusi Duacruh yang sclunjutiyu discbut SSRD

adalah buku pembavaran atau penveroran retribusi vang relahb

H - [ 4 . 1 .. - v 1 i, 1 1., L.
dilakularn dengaar mengeunakan formualis atus et dilaliukaa.
o] C"i{"s

dengan cara lain ke kas daerabh melalun tempat pembvavaran vong,
ditunjuk oleh Walikota.

3. Surat Tagihan Retribusi Dasrah vang selanjutnva discbur STRID

adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atnn sanksd
administrauf berupa bunga dan/atau denda.

. Surat Ketetapan Retribust Daerah vang selanjutnya discbur SKRD

adalah suratl ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumiais
pokok retribus) yang terutang,

cSural Ketetapan Retribus) Daerall Lebih Bayar yang scehigutngys

disebut SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi vang menentukan
jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit reiribusi
lebih besar dari pada retribusi vang terutang atau vang tidak
scharusnya wrutang,.

. Surat Kepurusan Keberatan adalah surat kepurnusan ailas terhadap

SKRD atuu dokumen lain yeng dipersamaxan dan SKRDLEB
digjukan oleh Wajibh Retribust.

v oLad §ig

ang i
Bidang Relribust pelayanan kesechatan sesuar dengan  kelentuan
peraturan perunddang-undangan.

Badan adalah sckumpulan orang dan/atau modal vang merupakat
kesatuan haik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakuba:
usaha yang mehiput Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer,
Persercan lainnva, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan
nama dan dalam bentuk apapun, Firnma, Kongsi, Roperas:, Dali
Pensiun, Persekiutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa,
Organisasi Sosiat Politik, atau Organisasi lainnya, Lembagse dan
bentuk badan lainnva termasuk kontrak investasi kolekuf duan heniuk
usaha tetap.

Pelayanan keschatan adalah pelayanan kescharan di Puskesmas dan
jaringannva yang meliputi pelayanan promotif, prevent!, diagnostk,
konsultatif, kuraut atau  rehabilitaul,  pelavanan pemeriksaan
Laboratorium Keschatan di UPT Labkes.

Pelayanan Rawat Inap adalah pelavanan kesehatan peroranpgan uniuk
keperluan obscrvasi, diagnosis, pengebatan dan rchabilitasi medik
dan/atau pcenunjang medic lainnva dengan menempatl tempat tidur
di ruang perawatan.

—ia



P21, Pusat Keschulun Masyarukal dengan Jojaringnya yung sclusgulin
discbut Puskesmas adalah Univ Pelaksana Teknis Dinas Keschatan
Kota Ambon yuiny menyelenggarakan fungst pelayunen kesehatun
dasar di  wilavah kerjunya  didukung  Puskesmuas  Perawatun,
Puskesmas Pembantu dan Puskesmas Keliling

122, Puskesmas Perawulan adaiah Puskesmas vang memiliki kemampuan
menyediakan pelayanan keschatan tingkat lanjur, pelavanan rawar
inap dan pcilavanan gawat darurat dilengkapt dengan peraiatan medic
dan sarana seria fsilitns pendukung lainnyva vang telah ditetapkan
oleh Kepala Dacrain '
23, Laboraterium  Kesehatan adalah unit pelaksana tekois vang
nmelaksanakan  schagion tugus Dinas Kesehatan dalaa Bidangg
Laboratorium Keschaton.

24, Pemeriksaan  adalaly scrangkaian  keglawann menghimpan dan
mengelola data. keterangan, dan/atau bukti vang dilaksanakan
scoara  objekal  dan professional berdasarkan suuiu standa:

pemeriksaan  nuntuk mengu)t kepatuhan pemenithan RKewaiihan
Retribusi  Duerudn danj/utuu untak  twuan ladn dalan: saagha
melaksanakan ketentuan peraturan perundang - undanean getribuse
Daerah.

125, Penyidik Pegawal Negert Sipil yang selanjuinyva disebuy PPN adaiag:
: Pejabat Pegawai Negert Sipil di lingkungan Pemerintah Keta vang

el

dibert wewenang khusus oleh peraturan perundang-undatigal wintur
: melakukan penyvidikan terhadap pelanggaran Peraturan Docrnh,

126. Penyidikan Tinduak Pidana di  bidang Relibusi  Ddvrain  vally
selanjuinys disebut Penvidikan adalah seranglecan findokan wonge
dilakukan oleh PPNS Uniuk mencant serla ineng s Gubis va
dengan bukft itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribus:
Dacrah yang terjaddi seria menemukan tersangkanya.

SAB I
Namu, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 2

{pembayaran atas pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannyi.

Pasal &
{{1) Obyek Reuwribusi Pelayanan Kesehaian adalah peiayanan keschaian ds
Puskesmas Rawat Inap, Puskesmas, Puskesmas Keliling, Puskesmas
i Pembantu dan UFT Lab. Keschatan.
1 (2} Dikecualikan dari objek Relribusi Pelavanan Kesehalan sebagaiman::
dimaksud pada ayat (1) yainu
a. pemeriksaan kesehatan dasar yang meliputi .
1) Konsultasi;
2) Pemeriksaan kesehatan;
3) Pemcriksaan Laboraloriaum Scdertiung;
4) Pemeriksaan kesehatan Gagl
o} Pelayanan Emergenst,
6) Pelayvanan KB;
7) Pemberian Obat-obatan,
b. pelayanan pendaitaran;

da




c. pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN,
BUMD dan pihak swasta.
1{3) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a hanya
q diperuntukkan bagi masyarakat Kota Ambon yang dibuktikan dengan
4 Kartu Keluarga atau Kartu Tanda Penduduk Kota Ambon

4} Pelayanan pemeriksaan kesechatan khusus bagi keluarga miskin yang
dibiayai oleh Pemerintah, wajib dibuktikan dengan kepemilikan Kartu
Jamkesmas/Jamkesda.

Pasal 4

ubjek Retribusi Pelayanan Kesehatan yaitu orang pribadi atau badan
ang memperoleh pelayanan kesehatan di Puskesmas Rawat Inap,
Puskesmas dan jaringannya scrta UPT Laboratorium Kesehatan

BAB HI
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5
Retribusi Pelayanan Keschatan digolongkan sebagai Retribust Jasa
Umum.
BAB IV
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF RETRIBUSI
Pasal 6

1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pelayanan
Kesehatan ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa
yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan
efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.

2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1}, meliputi biaya opcrasional
dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.

3) Dalam hal penetapan  tarif sepenuhnya memperhatikan  biayva
penyediaan jasa, penctapan tarif hanya untuk menutup secbagian
biaya.

BAB V
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 7

i Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan kesehatan,
{ frekuensi, kelas pcrawatan, jenis pemakaian alat dan jarak tempuh
1 (ambulan).

Pasal 8

(1) Komponen tarif retribusi pelayanan kesehatan terdiri dari sarana dan
jasa pelayanan.



i(2) Penghitungan jasa sarana berdasarkan biaya satuan {unit cosf) per
{1 Jjenis layanan yang meliputi biaya bahan habis pakai dasar, biaya
operasional, biaya pemeliharaan alat, biaya pegawai non gaji, biaya
investasi yang dikeluarkan sebagai biaya langsung untuk penyediaan
1 pelayanan keschatan.

4(3) Jasa pelayanan meliputi jasa pelayanan umum, jasa profesi sesuai
4 dengan jenis pelayanan dan jasa tenaga profesional pelaksana.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 9

(1) Jenis-jenis pelayanan yang dikenakan retribusi vaitu pelayanan
kesehatan di Puskesmas dengan jaringannya, meliputi :
a. Pelayanan Rawat Jalan; '

b. Pelayanan Gawat Darurat;

c. Pelayanan Rawat Inap;

d. Pelayanan Medik dan Asuhan Keperawatan;

e. Pelayanan Keschatan Ibu, Anak, Kesehatan Reproduksi dan

Keluarga Berencana;
. Pelayanan Pemeriksaan Gigi dan Mulut;
g. pelayanan diagnostik elektromedik.
Pelayanan Pengujian Keschatan (medical check upy),

. e
N

j- Pelayanan Transfusi dan Terapi Oksigen;

k. Pelayanan Pemulasaran Jenasah;

. Pelayanan Konsultasy; _

m.Pelayanan Transportasi Pasien/Ambulan;

1 (2) Pelayanan kesehatan di laboratorium Keschatan, meliputi:
a. Pemeriksaan fisika dan kimia spesimen/sampel;

b. Pemeriksaan bakteriologi/mikrobiologi spesimen/sampel.

1 (3) Pelayanan Kesehutan Persalinan di Puskesmas Rawal Inap yang
meliputi :

. Pelayanan Rawat Jalan;
. Pelayanan Gawat Darurat;

a

b

c. Pelayanan Persalinan;

d. Pelayanan Rawat Inap;

e. Pelayanan Medik dan Asuhan Kebidanan;
f.

Pelayanan Kesehatan Ibu, Anak, Kesehatan Reproduksi dan
Keluarga Berencana;

g. Pelayanan Pemeriksaan Gigi dan Mulut;

h. Pelayanan Penunjang Medik;

i. Pelayanan Konsultasi.

| (4) Pelayanan keschatan Spesialis Mata, meliputi :
| a. Konsultasi dan Pemeriksaan dokter Ahli;

b. Pemeriksaan Kesehatan Mata;

c. Tindakan Medis Ringan, Sedang dan Berat;




18} Ketentuan lebihh ligjut nengenad pelayanan sposialis

HATHN
sebagaimana dimaksud pada avat (3} diatur dengan Peratoran
Walikota.

Pasal 10

(1) Masyarakat iniskin yung mcmpunyad  Kertu Repescrliidn uroglain
JAMKESMAR dan/atau program JAMKESDA seluruh biava [:‘c'l;-\'-:m-—'m
keschatan dibebankan pada Poemerintali atau Pemerinuwh Dacra
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pasien Guwat Darurat  yang  tdak  membawa  karig idenditus
kepesertaan program JAMKESMAS danjarait program JAMKRESDA
diperlakukan scana dengan pasicn winum dengan batus wlerans: 2 X
24 jam untuk melengkapinya,

(3} Dalam hal puasienn sebagaimana  dimaksud pada avat {25, dapat
melengkap! identnas kepesceriaan program JAMRKESMAS dan/atau
program JAMKESDA, maka scluruh biaya yang sudah dibeparkssn
dapat dikembalikan sccara penuh.

(4) Dalam hal terjadi Kejadian Luar Biass, penyakit menuiar tertentu amn
keadaan bencana alam yang dinvatakan secara resmi oleh Walikota,
maka masyvarakat vang terkens dampak langsung dibebaskan rdnr
retribust pelayanan keschialun tericntu dan sciurcis biayee diteaiggang
oleh Pemerintah Daerah,

Al

{O) Tata carwy, jenis dan proscadur pelayansn keschatan bagh masyvardsa

miskin, Keladian Luar Biasa dan bencana alam akan dinour ichin
lanjut dengan Peravuran Waiikota.

Pasat 11
Besarnva taril Retribust atas pelayvanan di bidang keschatan sebuawaimann.:
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), ditetapkan s;bm,m berikut .

{ N | Jenis Luyeusaas S S o T
{1 | Konsultasi, pemenksanaan dan /atau Ubd’ © Rp Tu.ouo.
?‘2 TRonsultasi dan pemeriksanaan deng'v‘ Dolter Spesialic ®n 200000,
§ i atau Dokter Gigt Spesiolis
!Q_‘___iilemsi!cmq Tindakan Medik ;
{ t a | Mindukan Medik mrzgml, tevdirt Qaii: f
| i i 1) Penjahitan Luka per Jahitan : ] Gosud-
i L1 2) Insisi Abses R 20000, -
L | 3) Tindik duun telingu CORp DO
i ! b 4) Membersihkan kai'ang RIEL A Per regiog : Ky 2H.000,-
f I 1 5) Pencabutan gigi :
C ] - swung " Rp 10,000,
i | | - Permanen 0 Rp 15,000,
! | | - Komplikasi ’ K 20,004} -
: l? 6) Tambahun pig :
! v - Sementara i Rp 10.000.-
! | - Tetap P Rp 13.000.-
!} 7) Ekstraksi corumen L . Rp 10.000.
' b. | Tindakan Medik Suddnu werdiri dar: : :
1] Nebulizcr Rp 22,000,
i .4} ERstiabsi kuku o 7 ) ‘ L Rp 35.GUG,
! 3} 1\11p1nﬂ dawr =
| 4] Igksisi Clavus ﬁ Rp 35,000,
| 3 Sirkumnsisi L Rp 35000,
L 6 Pemasangan/Pencabutan implan (belum © o Rp 50.000.- -
. % i termasuk alat kontrasepsij . Rp 50.000,




! 7} Pemasangan/Pencabuta [UD k '\,\ 30000
8} Oksigen {O3) per hiter i Rp 5.000.-
; 9) EKG P Rp40.000,
. ! 10)USG . Rp +0.000.-
oo 1 1} Incubator per har L REn 25,000 -
¢ | Tindakan Mecedik Berat, terdiri dari: D
. 11 Pencabutun gig permanen dengan operas {per @ 8p 50000,
o gigi) f
j 2] Tumpatai gigl permancen dengan Komposit . Rp 30.006.
' (per wiel)/ Glussionomer CORp 75.000.-
i 3} Kuretase ' Rp 50.000
j 4} Trunslusi . Ry 156.006,-
| 5) Induksi Persalinan ¢ Rp B50.000.-
% 6} Pemasangan Kateter " Rp 50.000
; 7) Pemasangan gelang uterus C WP 200606,
‘i . 8t Manual Placenta b Rp 50.0040.-
foo 91 Eksplorasi plucenta CORporeeong,
i 1 lUjKowmprest Uterus
LAmbwlan
i A ' Untuk dudam kota {belumn terimasuk . Rp 15C.C00.
g L BEM) :
i B “Unmil lnar kota {(betum termaosuk ORp 250 000,
; CBBM dan sedap 10 ki dikenaiian
: D tumbahan sebesar Rp 23.000.-
i Laboratoriam Lanjutan L
I'A fPemeriksaan Daral Ruun:
) ; Doraly denghup Manuad per o 5o
i ; Peaunieier : L 36000, -
e o Raral fengkap Avtomane
- i b - Hunla Duarali:
: .- Glukosa Darah
' e Punsa Fn
; o 2 Jum posiprandiai . Rp 20.00C.
i : o Sewanlclu : Ky Z2u.ulg,
= ! Faad Lemak .
s holesterol Towat P 2uUul. -
;' » Trighserida CooREn 0 Gdh
§ |« Kolesterol HDL - Rp. 20.0C0.
5 P e RKodester LOL - Rp. 10000
E ' o Ul ' P:\ A0y DY
i : o 1.IIH : K]) I UL
: - Fual Hati
e SGOT R 2U.buu-
! Y s QOPPT © Rn 200000 -
{ ;e Bilirubin Tot - Rp 20.06C.
E '\ = Bilirubin Dircet - Rp 20000
I . * Dilirubin Indirect Z “'“ :f’ "‘“: .
| ¢« Protein Total RN A St
3 I e Albumin © Rp 20.00U.-
| .« Globulin . Rp 20.000.
iz - : e S O
] { - Faal GGinjal i
! ' '« Ureum Rp. 20.000,-
|« Kreatinin Rp. 15.000,-
¢« Asam Urat Rp 20,000 -

- Hermnatolog ,
» Hitung Jenis o Rpo 25,000 -
» Ilematokrit L Rp. 5.000,
| = Waktu Perdarahan ¢ Kp. 10.000,-

L




; » detu Pembekuan c RMp.s 100U, -

i e Hh C W SUHH)L

: « Leukosil . Rp. 5000
« LED C O RKp. SUUL

"« Eriuosit © O Rp 0000

;- Serolog / imonoliog :

e Widal oL L

R S50,
i » FiBs Ag !

; > ' Rn. 33000,
: + Anti HiBs ; Ry, 33,000
e Test HIV (per paraineter] L Kb, 35.000.
+ Siphilis B 50000

< HCV ' Rp. A3

i
: Kp. S5.GGUG,
| « VDRL © Rp. 30000 ¢

-« DBD RN B0 -
Pdraauulogl
' + Pap smear : e

: L Hp. T3.000.-
v Analisu sperioa  Rp. 30.000.-

' + Jasa Medis (per sampel] TRy, 10,000
‘s Malwia L Rp. 10000,
o Filanasis PoRny, 10000,

| Pc.meru{.,dun Alr :
i) stk AIr tkimia nsik lerbatas - Rp. Vo0
© parameter) '

C2 Dalten/Parasit :
© e Angka Kuman CORp. 25000
« E.Coli CORp B0
.« Coliform LR, A5G0,
! 3 Kimia (kimia terbatas 8 parameter - Rp 178.000.-
; Pclay cﬂld“i{(uir‘nnilld“ - o .
ba, l’(-raalm in Normal L iin 86 0 (M,ﬂ -
b, L  Persalinan dengan penyulit :
_w_“__gql_yﬁllailt t\amu nmp AAAA S :
a. o ' Rawat map Umum per hari . Rmn -_(_\_f)_ﬂh -
(b, . Rawat inap persalinain per harn . Rp 9G04,
Vl‘i‘.’ﬂ? e Rpaobnog -
F‘emen}:m i flaii CORe S0 (".‘-f‘._

Al R

Pasal 12
{1) Tarif Retribust ditinjau kembab paiing lama 3 {ugaj ey sexkain.
(2) Pendnjauean  tarif Relribusi seboagalineing dilhabsad pode wvan 1o
dilakukan denvan memperbutikan indeks horgn dan perkembanoon
perekonormian.

1 oo

(3) Penclapaty tart Roetiibus: scebugainona dinmksud  pada s
| ditetapkan dengan Peraturan Walikota,

BAB VI
WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 12
Refribusi Pelayanan hkeschatan dipungut di wiiayah Daerah tempat
pclayanan diberikan.

42
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RETRIBUST TERUTANG

C Puasal b
(1} Retribusi lerutang terjadi pada saal diterbitkannva SKRID.
(2) Bentuk dan isi SKRD schagaimana dimaksud pada ayor o), sboe
diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB VI
TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN

Pasal 15

1) Pemungutan Retribusi dilarang diboronglan.

2) Retribusi dipungut dengan muuggundkan SKRD atauw dokunicinr ialn
yvang dipersamakan

(8) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksad pada ayai
(2}, dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.

(4} Dalam hal Wajib Retribusi tertentu  tidak membavar wpatl pada
waktunya atau kurang membayar, dikenakan sankst administratit
berupa bunga scbesur 29 {dua persen) sctiup bulan dari relribusi sung
terurang yang fidak arau kurang dibavar dan ditagih dengan
menggunakan STRD.

{S) Penagihan Reuwibus) werutang sebugaimana dimaksud pada avin ey
didahului dengan surat teguras,

(6) Tata cara pelaksanaan pemunguwn rewribust akan diatur lebih anyut
dengan Peraturan Walikota,

{
(

Pusal 14
1) Pembavaran Retribust dilakukan di Kas Daerah atau termnat lain yong
{ \ i

dituniuk sesuai waktu vang ditentukan dengan menggunakan shiRD
(2) Retribusi  yang LcruLang dilunasi  sclambal - iambam\-'a
(o ! hari seink diterbitkannya SKRD atau dokumen Ivin yvang
dipersamakean yang micrupdkas  tanggal Jatub lenmpo puubct_\cuan
Relribusi.

(3) Dalam hal pembavaran dilakukan di tempat lain vang ditunimik, maka
hasil peonerimuan Rewibust hurus disclor ke Rus Duorah scluinba
lambatnva | X 24 jam atan dalam wakm vang telah ditentitkan aich
Walikota.

(1) Penmibaywrwss Retribusi haras difaliukon sceara (aital ataa fuiios,

| (2) Walikota atau Pojabat yang dirunjuk dapat memberi izin kopada Wagih
Retribusi uniuk mengangsur retribusl lerutang daiam ja@ngka wakiu

rmineiawnhlan

[ehab R EVE

tertentu dengan alusan yvang dapat dipertang
(3) Walikota =1au Pejabat vang  diturmguk dapat nwngi'/.ir‘.kzﬂ'. Wiaith)

Retribusi untuk menunda panbayaran retribusi sampoi batas waktu
vang ditentukan dengan alasan vang dapat dinertanggunegiawahkan.

(4) Tata cara pcmbavaran, r)(’mhav:irzm daengan angsuran, dan penundaan
pembayaran diatur lebih fanjut dengun Peraturan Watiketla




Pasal 18

{1} Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam  Pasal 17,
diberikan tanda bukti pembayaran.

:(2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.

(3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku-buku dan tanda buktli pembayaran
i Retribusi akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

; Pasal 19

(1) Pengeluaran Surat Teguran/peringatan/surat lain vang sejenis sebagai
' awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan segera
_‘ setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.

1(2) Dalam jangka waktu 7 {tujuh} hari setelah tanggal Surat Teguran/
peringatan/surat lain yang sejenis, wajib Retribusi harus melunasi
Retribusinya yang terutang.

(3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan oleh
4  Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 20

Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan
| Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1),
akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB [X

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI.

Pasal 21

(1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan
: pembebasan Retribust.

. {2) Tata cara pemberian pengurangan, Keringanan dan pembebasan
Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan diatur lebih
lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB X

TATA CARA PEMBETULAN, PENGURANGAN, KETETAPAN,
PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI
DAN PEMBATALAN

Pasal 22

(1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan Pembetulan SkRD
dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat Kkesalahan tulis,
kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan peraturan
perundang-undangan Retribusi Daerah.

(2) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan, pengurangan atau
penghapusan sanksi berupa bunga dan kenaikan Retribusi yang
terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib
Retribusi atau bukan karena kesalahannya.

(3) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau
pembatalan ketetapan Retribusi yang tidak benar.
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(4} Permohonan pembetulun sebugaimaia ditnuksud  puda wyat {1},
pengurangan, Kkeletapan, penghapusan atau pengurangan sAnKks:
administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pembalaian
sebagaimuna dimuksud pada avav (3, harus disumpatkan  secard
rertulis oleh Wajib Retribusi kepuda Walikota atau Peiahbat vang
ditunjuk paling luma 30 {tiga puluhj hari sejak tanggal diterima SkRiJ
dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas dan menvakinkan
untuk mendukung permoliondannya.

(5) Keputusan atas permohionan sebagaimana dimaksud pada ayvad (4],

dikeluarkan oleh Walikota atau Pejabat vany ditunjuk paling lama 3

(tiga) bulan scjak Surat Permohonan diterima.

(6) Apabila sclclah lewal 3 {Liga) bulan schagaimuna dimaksud pada ayal
(5), Walikota atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan,
maka permohonan pembetulan, pengurangan ketetapan, penghapusan
atau pengurangan sanksi administrasi dan pembawalan  dianggup
dikabutkan.

BAB Xl
TATA CARA PENYELESAIAN KEBERATAN

Pasul 23
(1) Wajib Retribusi wcrientu dapat mengajukan permohonan Riheratai
kepada Walikota arau Pcjabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen
lain yanyg dipersatnakai.

(2) Keberatan diajukan sccara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan
disertai alasan-alasan yung jelas.

(3} Keberatan lLiarus digjukan dalam jangka waktu paling lama 3 {Ugy)
bulan sejak tungual SKRD diterbitkan, kecuali jika Waujikh Retribus
tertentu dapal enunjukkan bahiwa Jaghe wakiu itu Gdedy del
dipenuhi karena keadann diluar kekuasaannys

(4) Keadaan di luar kekuasaannya sehagaimana dimaksud pada avat L.
merupakan  suatu keadaun yang terjadi  diluar  keheodal dlad
kekuasaan walib retribusi,

i (3) Pengajuan keberatan lidaik menunda kewajiban membayar retribus
5 dan pelaksanaan penagihan rerribusi,

Pasal 2+
1 4 H . Qe Ve oy vonavagtece oq ol ge . 2 1. o “ - 3 [
(1) Walikota dadoun junpgke wakin paling luma G (enwn) bulan scjui Laigg
surat keberatan rewnbus) diterima harus membert Keputusan atas
keberatan yang digjukan dalam bentuk Keputusan Keberatan.

[Brig BFES R 1

(2} Ketentuan schagaimana dimaksud pada ayat {1}, merupaken unt

Ta g e

memberikan kepastian hukum bagl Wajib Retribusi, bahwa keberatan
yang diajukan harus diberi keputusan nleh Wahkota,

(3) Keputusan Walikota atas  keberatan dapat bherupa menernima
seluruhnya atau  scbagion, menolak atau menambai
retribus! terutang.

+

besarnyva

(4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada avat (J), telah
lewat dan Walikota tidak memberikan suatu  keputusan, maka
keberatan vang diajukan dianggap dikabulkan.




(1) Jika pengajuan keberatan dikabullkan  sebagian ataw scluruhnyo
kelebihan pembuyvaran retribust  dikembabkan  dengan  ditamban
imbalan bunga schesar 2% {dua persen) sebulan uniuk paling lama Y2

(dua belas) bulan.

(2} Iinbalan bLunga scibagaiana donahsud pada ayal (1), diliiiong scjok
hulan peltinasan sampat cleng: n cditerbitkannye SKRDILRE.

BAB Xl
PENGIEMBALIAN RELEBIHAN PRMBAYARAN

Pasal 20

(1) Atas  kelebihan  pumbayaran  rewibusi,  Wajlb  Rewibust dapat
mengajukan permohonan pengembalian kepada Waolikota

2) Walikota dalam jongka waktu paling lama 6 (enam! buian sciek

. _] o p pa h i o
ditcrimanya permohonan kelebihan pembayaran TCLriizusi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1). harus memberikan keputusan,

(3) Apabila jangka wakuu sebagaimana dimaksud pada ayat {2}, telab
dilampaui dan Walikota tidak memberikan keputusan, maka
permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan
dan SKRDLB harus ditcrbitkan dalam jangka waktu paling lama !
(satu) bulan.

(4) Apabila Wajib Retribusi mempanyal utang retribusi lainnys, selebiban
pembayaran retribus sebagaimana dimaksud pada avat (3}, langsnng
diperhitungkan untuk melunasi rerlebib dahulu hutang rewibus,
tersebut.

(5) Pengembaiian kelebihan pomhavaran Rerribus: ‘-(‘hng,rilmdnﬂ dimakstid

: pada ayat (1), dilukukan dalam jangla wakiu paling loima 2 dudg)

- _' bulan sejak diterbitkannva SKRDLB.

(6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran Reunbusi dilakukai:
setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Walikota memberikan
imbalan bunga schesar 2% (dua persen) sebulan atas keteriamoate
pembayaran kelebihan Retribust.

) Pasal 27
(1} Permohoian pengenbiadian kelebihun pambayaian Pel s Glafudiil
secara tertulis  kepads  Walikota  dengan  sekurang-kurangnva
menyebutkan:
a. nama dan alamal Wb Retrilbusi;
b. masa Retribusi;
¢. hesarnyva kelebihan pembayaran:
d. alasan vang singkat dan jelas.
(2) Permohonan pengembalian kelebihan  pembayaran reiribus
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara hangsung
y : atau melaiu pos tercatat.

- {3) Buktl penerimaan atau bukti pcnuiriman POs tercdlal merupakan
. : bukti saat permohonan diterima oleh Walileota,

1 Pasal 28

; (1) Pengembalian kelebihan Retribust  dilakukanr  dengail nienerbitkan
Surat Perintah Membayar Kelebihan Re{ribust.




B (2) Apabila kelebibian peimbayarun Reribusi diperhitungkan dengun uwng,
retribusi fimnya, nembavaran dilakukan gengan CArh
pemindahbukuin dan bukil pemindul buluvan juga berlake selbage
bukt pembavaran.

BAB XTI
}\[--I)a%u\./ \‘vax —\» |n 1):_-::\:: ‘Tl}i."'\.?\:

PPasal 29
(1) Hak untub rmoclkikukan penogihan Rewibust mcigadi kedadunalsa
setelah melampaw jangka waktu 3 (tiga) tahun werhiiung seiak saal
terutangnya  Retribusi, kecuali apabila Wajith Retribusi melakukui
tindak pidana di bidang Retribusi.

-

{2) Kedaluwarsa penagihan  Rewribust  sebagalmana  dinaksud peda
ayat (1), tertangguhkan apabila '

a. dit,erbnt.kan suraf teguran; atau

b. ada poengakuan utang Retribusi dar Wajib Retribusi baik langsung
maupun LUdak langsung.

(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran schbagaimana dimaksud padn
avat {2} hurul a, kedaluwarsa penagihan dibitung scjak tanggai
diterimanya Sural Teguran tersebut.

{4} Pengakuan Utany Retribusi secara langsung sebagaimana dimoisud
pada ayat (2} hufl b, bahwa Wajih Rewibusi dengan kesadarannya
menvatakan masth  mempunyai utang  Retribust den heham
melunasinya kepada Pemerintah Dacrah.

(5) Pengakuan utang retribusi secara tUdak langsung  scbagainmang
dimaksud pada ayat (21 huruf b, dapat diketahu dan pengajuan
permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan
keberatan oleh Wajib Retribusi,

Pasal 30
{1} Piutang Retribust yang dak mungkin ditagiiy lagl karcia haik anicii
melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapaskan,

(2) Walikota menetapkan Keputusan penghapusan Piutang Rewribusi
Dacrah yanyg sudah kedaluwarsa scbugaimana dimaksud pada ayat {1).

1
i

© (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedahuwwarsa
akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikowa.

Daly Xiv
INSENTIF PEMUNCGUTARN
Pasal 31
(1) Perangkat Dacrah vang melaksanakan pemungiian Rerribus) dan

pthak lain vyvang membantu dibernt insentif atas dasar pencapaian

kinerja tertentud.

(2} Pemberian inséntd sebuagaimana dimaksud pada ayat (1) ditctaphan
melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

+
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(3) Besarnya insentl sebagaimana dimaksud pada avar 1y dan
pemba“ar:ﬂ‘ma citetapkan oleh Walikota.




BAB XV

PENYIDIKAN
Pasal 32

(1) Pejabat Pﬁaam-'m Negeri Sipil terteniu di ingkungan Pemerimtan Daceran
diberi wewenang  khusus  sebagad Penyidik  untuk molakabkan
penyidikan meidm pidana di bidang reuribusi dacran, scebugaiman
dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana,

(2} Penyidik schagaimana dimaksud pada ayar (1). vaitu Poabas Pegawas
Negeri Sipil tertentu di lgkungan Pomerintal Dacrals yung dianghal
oleh Pejabat vang berwenang sesual dengan Ketentuan peraturan
perundang- undangai.

(3) Wewenang Penvidik sehagaimana dimaksud pada avat (1], SOTIAL

a. menerima, mencary, mengumpulkan, dan menelitl keterangan ezl
laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribust agor
keterangan atau laporan tersebut menjadi lebiby lengkap dan 1elas;

b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenal orang
pribadi atau Badun tentang kebenaran perbuatan vang diiukukan
schubungan dengan tindak pidana Retribusi,

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Hadan
sehubungan dengan tindak pidana di bidung Retribusy

d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain bherkenasn dengan
tindak pidana di bidang Reuwibusi,

e. melakukan penggeledahan  untuk  mendapatkan  bahan  bulku
pembukuan, pencatatan, dan  dokumen laun, scria inelakukanl
penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanuan tugas
penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi;

g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan

ruangan atau (cmpal puda saat pemeriksaa: scdanyg borkigsuig
dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen vang,
dibawa;,

h. memotret seseorang vang herkaitan dengan tindak pidana Retribusy:

i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa

sebagai tcrrsanbl ca atau saksy

j. menghentikan penyidikan; dan/atau

k. melakukan tndakan lain yvang periu untuk kelancaran pongidican
tindak pidana di bidang Retribusi sesuai dengan keteniuan
peraturan perundang undungan.

(4) Penyidik schagaimana dimaksud pada ayat (1}, memberitnanukan
dirnulainya  penyidikan  dan  menyampaikan  hasil nenyidikallilya
kepada Penuntut Umuin melalul Penyidik Polisi Negara Republib
Indonesia scsuai iutt,mulm ddiam Undang-Undang Hukum Acara
Pidana. .

BAB XVI
RETENTUAN PIDANA
Pasal 33
(1} Wajib Retribusi vang ldak melaksanakan kewajibannya  schingge

merugikan keuangan dacrah diancam pidana kurungan paling Jame 3

3

(liga) Lulun alau denda paling banyak 3 (liga) Kab jamiah reiibis.
terutang vang tidak atau kurang bavar.




1 (2) Pidana kurungan walau denda sebagaimana dimaksuad pada ayvat (1),
bukan merupakan penghapusan atau pengurangan rerrthusi ferurang
beserta sanksi adiministrati! besarnya bunga sebesar 2% {d sl

<76 (dua persen)

tiap bulannva vang belum dibayar oleh Wapb Retribus.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUFR
Pasal 34
Pada saal Pcrawuran Dacrah i mulan berlaku, Peraituran Dacran nola
Ambon Nomor 13 Tahun 2001 (Lembaran Daerah Kola Ambon Tohun
2001 Nomor 13 Scri B Nomwor 00}, dicabutl dan dinyatakaai tdah berlaka.

Pasai 35
Peraturan Dacrah ini mulai berlaku pada lunggal diundangkain.

Agar sctliap orang dapat mengetahuinya, memcerintabkan ponglidaagaan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Dacrah
Kota Ambon.

Ditetapkan di Ambon
' ggal 29 Agusrus 2013

LOUHENAPESSY  ©

Diundangkan di Ambon
pada tanggal 29 Agustus 2013

[
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PENJELASAN
ATAS
PIERATURAN DAERAH KOTA AMBORN
NOMOR - & TAHUN 2013
TENTANG
RETRIBUS PELAYANAN RKESEHATAN

LUMUM

Retribusi Daerah merupakan  salah  sate sumber  pendapatan
Daerah vang penting gunua membiayai penyelenggaraan Pemenntaban dan
Pembangunan Dacruah uniuk mendukung pelaksanaan Ctoncmi Dacral
yang nyata, luas, dinamis dan  hertanggungjawal  schagaiman:a
diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 enwane
Pemerintahan Dacran.

Dengan diberlakukannya Undnag-Undang Nomor 28 Tahun 2000
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai pengganti iindang-
Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerali dan Retribusi Dacral,
Retribusi Daerah kemudian digolongkan kedalam 3 (tiga} jenis masing-
masing Retribusi Jasa Umnum, Retribusi Jasa Usaha dan Rewribus:
Perizinan Tertentu.

Salah satu jenis retribusi jasa umum berdasarkan Pasal 110
ayat {1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah dan
Retribusi Dacrah yaitu Reuibusi Pelayanan Keschatan.

Dengan adanya perubahan undang-undang di bidang retribust
daerah dengan demikian diperlukan adanya penyesuaian terhadap
retribusi jasa pelayanan kesehatan yang telah ada scbelumnya dengan
undang-undang yang baru serta menyesuaikan tarif retribusinyz dengan
tingkat kebutuhan dan kemampuan masyarakat.

Selain penyesuaian peraturan daerah ini dengan undang-undang
yang berlaku saut ini muupun turifnya, dengan perawuiran ducrah ini
diharapkan akan terjadi peningkatan mutu pelayanan kesehatan bag
penduduk di kota Ambon agur tercapai derzjat kesehatan tiap penauduk
yang setinggi-tingginya scbagal suatu bentuk investasi yang akan mampu
meningkatkan produktivitas sumber daya manusia di masa dating,

Pembangunan keschatan masyarakat dalam situasi dan kondisi
apapun serla  dimanapun  berada  baruslah tetap  tersclenggara.
Pemerintah harus dapat menjamin  ketersedizan sarana  pclayanan
kesehatan vang bermutu dan terjangkau serta dapat dinikmat oleh tiap
penduduk seccara adil dan merata. Pembangunan kesehatan juga
dimaksudkan tidak hanya sebagai upaya penyembuhan karena sakit
melainkan secara utuh pembangunan kesehatan lebih berorientasi pada
upaya perlindungan terhadap keschawan masyarakat vang schat.

e
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: Pasal 1

[L.LPASAL DEMI PASAL

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3
Aval (1)

Dalaun ayat ini yang dimaksud dengan @
|

“Puskecsmuas  keliling”  adalah  puskesmas  vg  melayand
masyarakal  dengan mendatang)  dacraly werteniu ubniuk
membantu penderita vg tidak dapat mengunjungs puskesmas
induk atau puskesrias pembantu,

“Puskesmas Pembantu” adalah unit pelavanan kesehatan vang
sederhana dan berfungs: menunjung dan mmembaniu
memperhuas  jangkauan  Puskesmas  dengan  melaksanakan
kematan-kematan vang dilakukan Puskesmas dalam munngp
linghup wilayah yang lebih kecil serta jenis don kompewnsi
pelavanan yvang disesumkan dengan kemuaumpuan tenags dun
sarana yang tersedia

Avat (2}
Cukuyp heias.
Ayat (3)
Cukup Jelas.
Avat (4}
Cukup Jelas.
Pasal 4
Cukup Jelas
Pasal 5
_ Cukup Jelas.,
{ Pasal 6
Ayat (1}
Culcup Kelas.
Ayat (2)
Cukup Jdelas,
Ayat (3}
Cukup Jelas.
Pasal 7
| Cukup Jelas
" Pasal 8
Ayat (1}

Cukup Kelas.

Ayat (2}
Culwup Jelas.
Ayat (3)
Cukup Jetas.
Pasal 9
Ayat (1} .
Cukup Kelas.

[y

o]




Ayat (2}

Cukup Jelas,

Ayat (3)

Cukup delas.

Ayat (4)

Cukup Kelas,

Ayat [§)

Pasal 10
Ayat (1]

Ayar (.2}
Cukup Jeias,
Ayat (3)

Ayat {4}

Pasl 11
Cukup delas
- Pasal 12
Ayat (1)
Cukup Kelas

Ayat (2]

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas
Pasal 14

Avat (1)

Cukup helas.

Ayal (2]

Culcup Jelas.

—

Pasal 15
Avat (1)

Cukup heias.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Avat {4}

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Cukup Kelas,

Culkup Jelas.

Cukup hedas.,

Cuicup .felas,

Cukup Jelas.

Cukup Kelas.

Cukup Jelas.

12
[§»]




Ayat (6)
. Cukup Kelas,
| Pasal 16
Ayat (1)
. ! Cukup Kelas.
' Ayat {2}
Cukup Jelas.
Ayat (3}
Cukup Jelas,
Pasal 17
Avat (1)
Cukup Kelus.
Ayat 12
Culkuip Jeius.
Avat {3}
Cukup Jelas.
Ayat (4}

Cukup Kelus.

Pasal 18
Ayat (1}

Cukup beias.

- ‘ Ayat (2]
Cukup Jelas.
Ayat (3)
Cukup Jelas.
Pasal 19
Ayat (1)
Cukup Kelas.
Ayat {2)
Cukup Jclus.
Ayat (3)
Cukup Jelas,
Pasal 20
Cukup Juclas
Pasal 21
Avat (1)

Cukup Kelas.

Ayat {2}

Cukup Jelus.

Pasal 22
Avat (1)

. Cukup Kelas.

Ayat (2}

Avat (3)

Cukup Jelas.

Cukup Jelas.




Ayat (4)

Cukup Kelas.

Avat (5)

Cukup Jelas.

Ayat (G}

Cukup Kelas.

Pasal 23
Ayat {1}

- Culbtup Kelus,

Ayat {2)

Cukup Jelas,

Ayat {3}

Cukup Jelas,

Ayat (1)

Cnkup Kelas

Ayat (D)

Cukup Jeias.

Pasal 24
Ayar {1}

Cntkup kelas,

Ayat (£)

Culiup Jeias.

Ayat (3}

Cnikup Jelas.

Ayat (4]

Cukup Keias.

Pasal 25
Ayat (1]}

Cukup kelas.

Ayat {Zj

Cukup Jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup Kelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Kelas,

Avat {5)

Cukup Jelus.

Ayat (6)

Cukup Kelas,

[
=Y



Pasal 27

Ayat (1}

Cukup Kelas.
Avat {2}

Cukup Jclas.
Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 28 "

Ayat {1}

Cukup Kelas.
Ayat (2)
Cukup Jelas.
Pasal 29
Ayat {1)
Cukup Kelas.
Ayat (2}
Cukup delas.
Ayat (3)
Culcup Jelas.
Avat (4)
Cukup Keias.
Ayal {3]
Culkup lelas,
Pasal 30
Avat (1]
Cuitup Relaa.
Ayal {2)
Cukup Jelas,
Aval (3)
Cukup Jdddin.
Pasal 31
Avat {1)
Cukup kelas.
Ayal (2}
Culiup Jelan,
Avat (3}
Culkcup kelas.
Pasal 32
Ayat (1)
- Cukup Kelas.
Avat (2}
Cukup Jelas,
Ayat (3)
ukup Jelas.
Avat (4)
Cukup Kkeias.
Pasal 33
Ayat (1)




Ciikup Kelas.
Ayat (2}
Cukup Jelas.
Pasal 34
Cukup Jelas
Pasal 35
Cukup Jelas
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